
DIBERIKAN

INDIVIDU
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DATANG 
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NON 

ELEKTRONIK
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TAHUNAN

KONTRAK 
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LAIN-LAIN SEBAGIAN SELURUHNYA DIKECUALIKAN

TIDAK 

DIKUASAI
November

2
Ir. S. Indro 

Tjahyono
v

Untuk berinvestasi dalam 

pembangunan PLTA
v 9 15-Nov

Desember

14
Andi Khoirul 

Harahap
v Tentang Pajak Penerangan Jalan v 12 30 Desember

PLN Area 

Rantau Prapat 

memohon 

petunjuk 

mengenai 

permohonan 

informasi publik 
Januari

19
Jimmi Roi a.n. 

Baintelkam Mabes Polri
v

1. Perkembangan proyek 35 GW

2. Lokasi proyek

3. Hambatan proyek

4. Langkah-langkah yang ditempuh

5. Badan usaha yang ditunjuk

v 21 17 Februari

Pemohon (Jimmi Roi) tidak 

melampirkan surat penugasan dari 

Bareskrim

20
Daniel St. 

Makmur
v

1. MoU PLN dengan pihak yang 

mengelola Data Keuanga PLN

2. MoU PLN dengan Bank Bukopin

v v 11 6 Februari

Individu 

mengajukan 

sengketa ke 

Komisi 

Informasi Prov. 

Sumbar untuk 

termohon PLN 

Wilayah 
26 PT Indospec v Tarif Dasar Listrik 2010-2017 v 1 27 Januari

Februari

1
Sagita Ridjab Syah & 

Partners
v

Perdir PLN tentang Excess Power dan 

pembelian tenaga listrik dan harga 

patokan pembelian tenaga listrik

v 17 24 Februari

Pemohon informasi dapat lebih lanjut 

menghubungi Divisi Niaga untuk 

pemberian data yang lebih rinci

6 PT Kokuhosystem v

Kepdir PLN No. 0357.K/DIR/2014 

tentang Pedoman Penyambungan 

Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 

ke Sistem Distribusi PLN

v 11 21 Februari

SK tidak diberikan. Yang diberikan 

adalah turunan SK berupa info di 

website PLN 

14

Roland Marcius Sunardi 

a.n. Dewi Negara Fachri 

& Partners

v Code of Conduct PLN Pusat v 2 16 Februari

21

Nirmala Adisti  Karunia 

a.n. Hermawan Juniarto 

Law Firm

v

Petunjuk pelaksanaan teknis 

pengadaan IPP Developer (Juknis) 

dalam SK Direksi PLN mengenai 

Pengadaan IPP Developer

v 9 6 Maret

Pemohon informasi dapat lebih lanjut 

menghubungi Satuan IPP untuk 

pemberian data yang lebih rinci

Maret

6

Anandita 

Willy 

Kurniawan 

(Untuk 

penelitian 

tesis UI)

v
Biaya Pokok Produksi 10 tahun 

terakhir
v 10 20 Maret

Pemohon informasi dapat lebih lanjut 

menghubungi Divisi Niaga untuk 

pemberian data yang lebih rinci

April

30 BPK RI Prov. Kalbar v Penerangan Jalan Umum

Proses (data 

masih di Wil. 

Kalbar)
Mei

2 Bank Indonesia v
Data impor dan transaksi listrik di 

wilayah perbatasan
v 40 7 Juni

4

Fadhel 

Muhammad 

(untuk 

penelitian 

tesis UI)

v Energi Baru Terbarukan v 8 16 Mei

Pemohon informasi dapat lebih lanjut 

menghubungi Divisi EBT untuk 

pemberian data yang lebih rinci

Juni
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LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2016-2017

SENGKETA 

INFORMASI

JANGKA WAKTU 

PEMENUHAN 
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Juli

6 Bank Indonesia v
Data impor dan transaksi listrik di 

wilayah perbatasan
v 12 25 Juli

Agustus

September

28 Bank Indonesia v
Data impor dan transaksi listrik di 

wilayah perbatasan
v 14 18 Okt

Oktober

November

16 Bank Indonesia v
Data impor dan transaksi listrik di 

wilayah perbatasan
v

Desember

JUMLAH 5 11 9 3 4 16 5 7 3

1. Tabel di atas merupakan tabel pengisian Layanan Informasi Publik tahunan yang dilaksanakan Badan Publik.

2. Bagian [Pemohon] diisi sesuai dengan jumlah Pemohon Informasi Publik tiap bulannya [contoh; Bulan Januari terdapat Pemohon Individu berjumlah 5 
     Badan Hukum 4, dan Kelompok 3] sehingga diketahui jumlah total Pemohon Informasi Publik setiap bulannya.

3. Bagian [Mekanisme Permohonan] diisi sesuai dengan mekanisme permohonan informasi yang dilakukan Pemohon Informasi Publik pada setiap bulannya
     [contoh; Datang Langsung 7, Elektronik 6, Non Elektronik 4]

4. Bagian [Informasi yang Dimohonkan] diisi dengan jumlah informasi yang diminta sesuai dengan jenis informasinya [Contoh; Laporan Keuangan 4, Laporan 
     Tahunan 6, Kontrak Kerja dengan Pihak Ketiga 7, Lain-lain diuraikan informasi yang diminta]

5. Bagian [Pelayanan Permohonan Informasi] diisi sesuai dengan jumlah layanan informasi pada masing-masing layanan informasi [contoh; Diberikan: 

     Sebagian 2, Seluruhnya 3. Ditolak: Dikecualikan 4, Tidak Dikuasai 3. Diberikan]

6. Bagian [Sengketa Informasi] diisi jumlah permohonan informasi yang menjadi sengketa informasi publik [Contoh; Sengketa 7].

7. Bagian [Jumlah] diisi jumlah keseluruhan masing-masing kolom pada tabel.

KETERANGAN : 


